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Abstract

The judge is a judicial officer who is authonized by state law to prosecute a
case. In its decision, the judge must consider all aspects of the philosophical
(justice), sociological (henefit), and judicial ((rule of law). Formulation of the
problem that in the mentioned authors are: - aspects of any considerations
applied Svariivah Court pudges Lhokseumawe in deciding the case. - [s the
Supreme Cowrt ruling has rveflected justice Svarivah Lhokseumawe. the
results showed that: (1) Constitmional Court Svarivalt Lhokseumawe in
deciding the case has considered aspeets of sociological, philosophical and
juridical. (2) the judges’ verdict Lhokseumawe Svarival Court has reflected

sipenggugal and justice for the defendant

A. Latar Belakang Masalah
ahkamah Svar’ivah adalah Lembaga Peradilan Syan’at Islam
di Nanggroe Acch Darussalamm sebagar Pengembangan dari
Peradilan Agama vang diresmikan pada tanggal | Muharram
1424 H/ 4 Maret 2003 M sesnai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001,
Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Acch Darussalam
Nomor 10 Tahun 2002
Sejak 2006, kewenangan Mahkamah Svar'ivah menangani perkara pidana
semakin dipertegas. Pasal 128 ayat (3) UU Pemenntahan Aceh 2006
merumuskan bahwa Mahkamah Syarivah berwenang memenksa. mengadili.
memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-svakhsivah
(hukum keluarga), mu'amalah (perdata), dan jinavah (pidana) vang didasarkan



atas syariat Islam. Ayat (4) mensyaratkan bidang-bidang tersebut diatur dalam
Qanun,

Mahkamah Syar’iyah merupakan suatu lembaga peradilan Islam yang
sangal berperan dalam menindaklanjuti setiap pelanggaran hukum. Dari sisi
lainnya keberhasilan Mahkamah Syar'iyah tersebut tidak tgriepas dari bagaimana
kontribusi hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara yang
terjadi.

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara
atau konflik yang di hadapkan kepadanya. menetapkan hal-hal seperti hubungan
hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang
terlibat dalam suatu perkara, schingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan
atau konflik secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku. maka hakim
harus selalu mandiri dan bebas dari pihak manapun, terutama dalam mengambil
suatu keputusan.'

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang
undang untuk mengadili suatu perkara vang dihadapkan kepadanya.” Adapun
pengertian dari mengadili 1w adalah  serangkaian tindakan hakim  untuk
menerima. memeriksa dan memutuskan suatu perkara berdasarkan asas bebas,
Jujur, dan udak memihak di sidang pengadilan.’

Dalam putusan hakim harus dipertimbangkan segala aspek yang bersifat
filosofis (keadilan). sosiologis (kemanfaatan). dan yuridis ((kepastian hukum)
namun hakim juga lak jarang dipengaruhi oleh aspek psikologi sebagai
pertimbangan dari putusan tersebut schingga keadilan yang ingin dicapai
diwnjudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan
yang beronentast pada keadilan hukum (legal justice). keasdilan masyarakat
(sosial juctice). dan keadilan moral (moral Jjustice).”

Dari uraian diatas jelaslah bahwa aspek vuridis (Kepastian hukum)
menckankan agar hukum atau peraturan itu ditcgakan scbagaimana yang
diinginkan oleh bunyi lhukunvperaturannya. Fiar justitia ef pereat mundus
(meskipun dunia ini runtub hukum harus ditegakan). Adapun nilai sosiologis
menckankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakal mengharapkan
bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat. karena memang hukum

' Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. Dasar-Dasar Filsafat dan teort Hukum, Bandung, Citra
Aditya Bakti, 2004), h. 93

*Menurut Pasal | butir (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUHAP)

¥ Pengertian mengadili sebagaimana terdapat dalam pasal | butir (9) KUHAP

*Lilik Mulvadi, Pergeseran Perspeknf dari Mahkameh Agung Mengenai Putusan pemidanaan,
Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 246 Bulan Mei 2006. (Jakana:lkahi, 2006), h. 21
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adalah untuk manusia. maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru
menimbulkan keresahan dalam masyarakat.. Demikian juga hukum dilaksanakan
bertujuan untuk mencapai keadilan. Schingga dengan ditegakkannya hukum akan
memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenamya keadilan itu
sendin bersifat subyektif dan individualistis.

Dalam memutuskan suatu perkara, ketiga unsur diatas secara teoritis harus:
mendapat  perhatian  secara  proposional dan seimbang. Meskipun dalam
prakicknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-
unsur tersebut.  Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan
hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakal. biasanya
berkisar antara sejauh mana pertimbangan unsur yuridis (kepastian hukum)
dengan unsur filosofis (keadilan) ditampung didalamnya. Kepastian hukum harus
ditegakkan agar tidak timbul keresahan. Tetapi ferlalu menitik beratkan pada
kepastian hukum, fterlalu ketat mentaati hukum akibatnya kaku dan akan
menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi memang peraturannya adalah
demikian sehingga Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan
secara ketat.

Fenomena vang terjadi ketika melihat data di pengadilan Mahkamah
Syarivah dan jumlah perkara yang diterima dengan jumlah perkara yang
disclesaikan oleh hakim hanya beberapa perkara saja yang dapat dikabulkan dan
begitu juga scbaliknya banyak permasalahan yang diputuskan oleh hakim tidak
terkabul bahkan penggugal maupun tergugat mengajukan banding. hal ini
disebabkan oleh ketidak puasan terhadap putusan hakim. Sehingga ada yang
beranggapan bahwa pada putusan hakim tidak mencerminkan keadilan.

Hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum. Dimana
masyarakat banyak yang mencibir sinis dan pesimis namun ada juga yang
menanth harapan terhadap putusan hakim dalam svatu perkara. Banyak masalah
vang memicu kekecewaan masyarakat, salah satunya adalah bagaimana hakim
memutuskan perkara — perkara yang bisa mengundang pro dan kontra dalam
masyarakat luas. Jangan sampai putusan itu mematikan rasa keadilan
masyarakat.

Kerap sekali terjadi terutama terhadap perkara — perkara yang mendapat
perhatian masyarakat luas. Bisa saja sebuah putusan dianggap tidak adil dan
dianggap sarat dengan nuansa koruptif dan kolutif. Secara umum anggapan itu
adalah sah — sah saja. setidaknya ada alasan dari masyarakat yaitu telah hampir
hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, discbabkan
terbongkarnya berbagai kasus penyuapan yang melibatkan aparat pengadilan,
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terutama hakim.

Kontribusi olch seorang hakim dalam memutus suatu  perkara harus
mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran  fisolofis
(keadilan). Seorang hakim harus membuatl keputusan—keputusan yang adil dan
bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang
terjadi dalam masyarakat. Pertimbangan dari  pulusan adalah alasan-alasan
hakim sebagai pentanggungan jawab kepada masyarakal mengapa hakim
sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai
ailai objekuf®

Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai
kewibawaan, jika putusan terscbut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum
masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencar keadilan untuk
mendapatkan kebenaran dan keadilan.”

Idealnya sebelum scorang hakim memutus suatu perkara, maka ia akan
menanyakan kepada hati nuraninya sendiri, apakah putusan ini nantinya akan
adil dan bermanfaat (kemashlahatan) bagi manusia ataukah scbaliknya, akan
lebih banvak membawa kepada kemudharatan, sehingga untuk itulah diharapkan
seorang hakim mempunyai pola pikir yang cerdas dan disertai dengan hali nuran
vang bersih.

Kinerja para hakim di  Mahkamah Syar’iyah Lhokscumawe telah
memberikan pelayanan prima kepada pencari keadilan, scbelum memutuskan
perkara ada beberapa hal yang ditindak lanjuti sebagai bahan dalam memutuskan
perkara dipersidangan. Di antaranya adalah dengan melihat aspek-aspek apa saja
yang cocok untuk diterapkan dalam suatu perkar, karena tidak semua perkara
yang akan di putuskan dalam persidangan memeriukan ketiga aspek ( filosofis,
sosiologis maupun yuridis) tersebut. Jelasnya pengunaan aspek  ilosofis.
sosiologis dan yuridis tergantung pada perkam yang akan disclesaikan
Adapun vang dimaksud dengan perkara dalam pembahasan i adalah bentuk-
bentuk perkara yang diselesaikan oleh hakim di Mahkamah Syvariiyah
Lhokseumaywe, baik perkara perdata maupun perkara jinayah

4, Berkeadilan

Pada dasarnya kata berkeadilan itu berasal dan kata adil yang
mempunyai arti; (a) sama berat, udak berat sebelah; tidak memihak:
pembagian hasil ini baru. (b) sepatutnya; ndak sewenang-wenang:

*Bambang Sugeng A S. dan Sujayadi, Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigast Perkara
Perdata (Jakarta: Kencana, 2011), h. 12

*Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspekuf [Hukum FProgresif, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2011),h 3
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mengemukakan tuntutan vang--masvarakat vang--. masyarakal yang
scluruh  warganya mendapat  perlakuan  (Jamunan) yang sama '
Sedangkan pengertian keadilan yaitu: hal ( perbuatan, perlakuan, dan
sebagainya) yang adil: orang tua sclalu berusaha untuk menegakkan-
ditengah-tengah keluarga ®

Yang dimaksud dengan berkeadilan dalam pembahasan ini adalal
keputusan yang diberikan oleh hakim dalam memutuskan perkara tidak
merugikan ke dua belah pihak

B. Wewenang Hakim Mahkamah Syar'ivah Lhokscumawe
Batas-batas wewenang hakim Mahkamah Syar'ivah Lhokseumawe

dalam memeriksa dan memutuskan perkara-perkara telah diatur dalam pasal 49
ayat (1) sebagai berikut-’

1. Bidang Perkawinan
Dalam bidang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 49
avat (2) menvatakan bahwa ketentuan vang berlaku tentang perkawinan
vaitu © Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, dan peraturan Pemenntah
nomor 9 tahun 1975, dan juga terhadap berbagm ketentuan lainnya tentang
perkawinan seperti peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1980 tentang izin
kawin dan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil "

a.  lzin Kawin

Pengertian izin kawin adalah 1zin Mahkamah Syar’ivah Lhokscumawe
kepada calon suami atau isteri atau mempela yang belum cukup umur (belum
berusia 21 tahun) dimana dalam hal perkawinan terdapat pervedaan dan orang
tua atau wali keluarga dalam gans lurus

Izin kawin i juga dimaksudkan. karena suami atau isten yang belum
mencapal umur tersebut secara hukum dianggap tudak atan belum mampu
menyatakan kehendaknya. Pengajuan permohonan izin nikah harus diajukan oleh
para pihak ke Mahkamah Syar’iyah di wilayah tempat tinggalnya (pasal 6 ayat

! Departemen Pendidikan Nasional, Komus Hahasa Indomesia( Jakana: Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional: 2008). h. 12

*Ibid, h. 13

*Pasca lahirmya UU no 3 tahun 2006 tentang pengganti atas UL no 7 tahun 1989 1entang
Peradilan  Agama kewenangan Peradilan bertambah menjadi:  Perkawinan, wans, wasial,
hibah,wakaf,zakat, infaq shadagah dan ekonom Syari'ah sebagai kewenangan tambahan. Lihat pasal
49

"“Ahrum Hoeruddin, Pengadilan Agama Bahasa teniang pengertian, pengajuan perkara dan
kewenangan Pengadilan Agama setelah berlokunya |ndang-undang nomor 7 tahun |989 tentang
Peradilan Agama, (Bandung . PT. Citra Aditva aku, 1999), h 11
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(5) Undang-undang nomor | tahun 1974). perkara permohonan zin mkah im
dibuat dalam bentuk permohonan (voluntair) karena bukan merupakan perkara

vang mengandung sengkela

b Dispensasi kawin

Dispensasi kawin adalah  dispensasi yang diberikin oleh Mahkamah
Syar'iyah Lhokscumawe kepada calon mempelai yang belum cukup umur utnuk
melangsungkan perkawinan, Kriteria cukup atau tidaknya ini oleh hukum
ditetapkan bagi pria belum mencapai 19 tahun, bagi wanita belum mencapai 16
tahun

Dispensasi kawin diajukan oleh para pihak ke Mahkamah Syar’iyah yang
ditunjuk oleh orang tua dari masing-masing pihak. Pengajuan perkaranya dalam
bentuk permohonan bukan gugatan, sama dengan izin kawin, dispensasi juga
bukan merupakan sengketa.

¢.  Pencegahan Perkawinan %

Pasal 13 sampai dengan 20 undang-undang nomor | tahun 1974 dijelaskan
tentang beberapa alasan yang memungkinkan pencegahan perkawinan, vang
pertama jika tidak memenuhi syarat-syarat sahnya pcrkawinan sebagaimana
diatur dalam pasal 6. alasan lainnya karcna salah scorang dan calon mempelai
berada di bawah pengampunan schingga perkawinan dikhawatrkan akan
menimbulkan kesengsaraan bagi calon mempelat lainnva

Kemudian dengan perkawinan dirinya masih terikat salah satu dari kedua
belah pihak dan atas dasar masih terikat perkawinan dapat mencegah perkawinan
vang baru, alasan perbedaan agama juga dijadikan scbagai alasan pencegahan
perkawinan scbagaimana diatur dalam pasal 61 instruksi Presiden Nomor | tahun
1991 atau discbut juga dengan kompilasi Hukum Islam
d. Permohonan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Para pihak yang perkawinannya ditolak oleh pegawi pencatat nikah. para
pihak berhak mengajukan permohonannya ke Mahkamah Svar‘ivah dalam
wilayah hukum Pegawai Pencatat Perkawinan tersebut berkedudukan. Pengajuan
perkara penolakan perkawinan kepada Mahkamah Syar’iyah dibuat dalam bentuk
permohonan yang. bersifat contentius (sengketa)  Putusan Pengadilan dapat
berupa kepastian apakah penolakan perkawinan yang dikeluarkan olch Pegawai
Pencatat Perkawinan beralasan maupun tidak atau Mahkamah Syar'iyah
memerintahkan agar perkawinan vang telah ditolak dilangsungkan, dalam artian
bahwa Mahkamah Syariyah menguatkan penolakan atau memerintahkan

perkawinan dilaksanakan
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Perlu juga dipahami mengenai adanya alasan penolakan perkawinan, seperti
larangan untuk melangsungkan perkawinan karena penalian nasab. pertalian
semenda. karena perkawinan susuan, larangan karenan wanita terikat perkawinan
dengan pria lain, larangan karena pria memadu isteninya, dengan wanita yang
mempunyat pertalian nasab atau scsusuan dan isterinya, larangan seorang pria
melangsungkan perkawinan dengan scorang wanita apabila pria tersebut sedang -
mempunyai 4 (empat) orang isteri yang kesemuanya masih terikat tali
perkawinan atau masih dalam iddah talak raj’i.

Alasan lain adanya larangan terhadap seorang pria yang melangsungkan
perkawinan dengan scorang bekas isterinya yang ditalak tiga kali, larangan untuk
menikah yang di li’an dan ini adalah larangan untuk selamanya."'

¢ Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan ialah batalnya suatu perkawinan dengan putusan
Mahkamah Syar’iyah sesuai dengan alasan yang telah ditentukan oleh ketentuan
perudang-undangan yang berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan

’ara pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu para
Keluarga dalam ganis lurus ke atas dari suami isteri, suami atau isteri. pejabat
vang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan oleh pejabat vang
ditunjuk. dan setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung terhadap
perkawinan tersebut. Cacat hukum terutama dalam rukun dan syarat-syarat
sahnya perkawinan menurut hukum Islam '?

Alasan adanya pembatalan perkawinan adalah karcna salah satu pihak
masih terikat tali perkawinan dengan pihak lain, alasan lain adalah karena
perkawinan tersebut dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang
tidak berwenang. wali nikah vang tidak syah atau dilangsungkan tanpa dihadiri
oleh dua orang saksi, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang
melanggar hukum atau apabila pada waktu berlangsungnyva perkawinan terjadi
salah sangka mengenai din suami atau isteri, seorang suami yang memerlukan
perkawinan terscbut sudah beristeri empat orang dan wanita yang dinikahi adalah
mantan isterinya yang telah ditalak tiga yang belum pernah menikah dengan pria
lain
I Cerai Talak

Cerai talak adalah terputusnya perkawinan dengan talak yang diucapkan di

"o
Pasal 231 ayat (1) Undang-undang nomor | tahun 1974 dan pasal 39, 43, dan 182 instruksi
Presiden nomor | tahun 1991

b
Zainal Atwdin Noch, Peradilan Agama Islam di indonesia. (Jakarta - Intermasa). h. 185
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hadapan sidang Pengadilan Agama, kata talak berarti “ikrar™. yang diucapkan
suami terhadap isterinya yang dilakukan sctelah ada putusan Mahkamah
Syar’iyah yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. putusan tersebut
berisi menguatkan kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak terhadap
isterinya dan terus diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Mahkamah
Syar'iyah.

Permohonan cerai talak harus dibuat dalam bentuk confensius karena
perhara tersebut termasuk sengketa. bukan perkara veluntair dengan alasan-
alasan dan syarat-syarat

I. Permohonan harus diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokscumawe
di wilayah hukumnya yang meliputi tempat kediaman termohon (isteri).

2. Jika termohon (isteri) dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman
yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon (suami), maka permohonan
dapat di ajukan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum termohon
bertempat tinggal.

3. Jika termohon bertempat kediaman di luar negeri d:ﬂjllk}ll! ke Pengadilan
Agama dalam wilayah hukum kediaman pemohon.

4. Jika keduanya bertempat kediaman di luar negen diajukan ke Pengadilan
Apama dalam wilayah hukum kediaman pemohon.

g. Cerai Gugat

Cerai gugat atau fakash dalam pengertian sempitnya adalah perceraian
karena gugatan istri, atau putusnya hubungan perkawinan karena talak suami
terhadap istri, sedangkan pengertian yangluias ialah suatu gugatan yang diajukan
oleh penggugat (istri) kepada Mahkamah Syar’iyah agar supaya tali perkawinan
antara dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Mahkamah

Adapun hal - hal yang berkenaan dengan cara mengajukan gugatan antar
lain sebagai berikut :

1. Gugatan diajukan melalui Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya
meliputi tempat kediaman penggugat.

2. Jika penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama
tanpa izin tergugal (suami) gugatan perceraian diajukan  kepada
Mahkamah Syar'iyah tempat kediaman tergugal.

3. Jika tergugat bertempat kediaman diluar negeri gugatan diajukan ke
Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat tinggal tergugat.
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4. Jika penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negen gugatan
dapat diajukan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum tempat
perkawinan dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakana Pusat.”’

Baik cerai gugal maupun cerai talak putusannya menurut pasal 86 Undang-
undang Nomor 7 tahun 1989, dapat digabungkan dengan permohonan lainnya
(kumulatif) seperti nafkah, penguasaan anak. nafkah istri, dan harta bersama’
suami istri

2. Bidang Kewarisan

Bidang kewarisan juga merupakan wewenang dari Mahkamah Syar’iyah,
kewenangannya meliputi penentuan siapa saja yang menjadi ahli wars,
penentuan mengenai harta peninggalan dan bagian masing—masing ahli wans
serta melakeanakan pembagian tersebul. mengenai cara mengajukan gugatan
dalam perkara warisan mal waris ini, tetap menganul hukum acara biasa, yaitu
scbagaimana diatur dalam pasal 118 HIR/142 RBG. Yaitu yang mengatur
tentang kompetensi relatif dani Pengadilan '

Pengajuan permohonan kepada Mahkamah Syar‘ivah biasa diajukan dalam
hal terjadinva sengketa misalnva sengketa antara sesama ahli wans atas harta
warisan, disamping itu bisa juga diajukan di luar sengkela permintaan agar
Pengadilan melaksanakan pembagian hana warisan antara orang-orang yang
beragama Islam vang dilakukan berdasarkan hukum Islam

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wewenang Mahkamah Syar’iyah
memeriksa dan memutuskan perkara warisan tidak berarti setiap pembagian
warnsan harus dilakukan olch Mahkamah Syar’iyah

Jika Mahkamah Syar’iyah diminta oleh para pihak yang berkepentingan
untuk melakukan pembagian harta warisan di luar sengketa. maka Mahkamah
Svar'ivah akan melakukan dan membagi harta warisan di luar sengketa tersebut
sesuai dengan permohonan dan permintaan para pihak dan permohonan dalam
pembagian tersebut dituangkan dalam akta wansan

3. Bidang Wasiat

Wasiat merupakan suatu pernyataan sescorang (pewasial) baik yang
dilakukan secara lisan dihadapan dua saksi maupun secara tertulis dihadapan dua
orang atau dilakukan dihadapan nolaris atau pejabat lain yang diberi wewenang,
untuk itu tentang apa yang dikchendaki oleh pewasiat baru dapat dilaksanakan

Y tbid. . 186
Ll Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata, (Jakarta - Ghahia Indonesia. 19813 h 17
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setelah pewasiat meninggal dunia

Wewenang Mahkamah Syar'ivah dalam memeriksa dan memutus perkara
wasiat ini meliputi subjck pemberi wasial. syarat - syaral wasiat, objek wasiat,
cara—cara mewariskan, pembatalan wasiat, keabsahan wasiat, pelaksanaan
wasiat, anak angkat yang tidak menerima wasial dan bchct'apa aspek lain nya
yang berhubungan dengannya. Perkara wasial merupakan sengkela (conlensius)
oleh karena itu harus diajukan dalam bentuk gugatan ke Mahkamah Syar’iyah
dalam wilayah hukum tergugat bertempat tinggal atau scsuai  dengan

wewenangnya.

4. Bidang Hibah

Sclain bidang ke warisan dan wasiat yang memiliki berbagai masalah dan
dampaknya dalam masyarakat, pada saat ini hibah pun memiliki hal yang sama
dan berkaitan erat dengan berbagai kepentingan dalam kehidupan antar manusia
khususnya yang beragama Islam.

Yang dimaksud dengan hibah ialah pemberian suatu benda sccara sukarela
dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masth hidup. Pemberi
hibah sckurang — kurangnya berumur 21 tahun. berakal schai dan tanpa adanya
paksaan dan si;mapun.“ Wewenang memeriksa dan memutuskan perkara hibah
ini mencakup subjek si pemberi hibah, objek yang dilibahkan, cara dan syaral -
syarat adanya hibah, lubah yang melebihi sepertigaharta pemben hibah, hibah
antara orang tua (Bapak dan Ibu) kepada anaknya, penarikan harta benda yang
dihibahkan. harta hibah vang dikuasai orang lain yang dianggap bukan haknya,
pemberi hibah pada saat menjelang kematian. kemudian yang menyangkut hibah
vang dilakukan oleh pemben lubah yang berada di negara asing scria lain—!ain
vang dilaksanakan berdasarkan syan’at Islam yang berkaitan dengan hibah.

Jika terdapat perscngketaan dan perselisihan antarm orang — Orang yang
beragama Islam terutama dalam  katan dengan aspek-aspek  yang telah
disebutkan di atas. maka pihak-pihak yang berkepentingan atau berhak dapat
mengajukan perkara ke Mahkamah Syar’ivah. Perkara dibuat dalam bentuk
gugatan dan diajukan sesuai wewenangnya. kepada Mahkamah Svar’iyah dimana
perkara itu harus diajukan

5. Bidang Wakafl
Wakaf merupakan suatu lembaga keagamaan vang dapal dipergunakan

" R Subekti, Kitab Undang-undang Hubum Perdata. (Jakana : Pradva Paramita, 1961), h.
J98%
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scbagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan ke agamaan, khususnya
bagi ummat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spritual
dan material menuju masyarakat adil dan makmur.

Pengertian wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum
vang menyerahkan sebagian harta keckayaan yang berupa tanah mulik dan
melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau -
kepentingan umum sesuai dengan agama Islam.

Fungsi wakafl berkaitan dengan pemanfaatan sccara terus menerus, yakni
mengekalkan manfaat benda wakaf secara terus mencrus sesuai dengan tujuan
wakaf, fungsi ini harus bersifat ganda, dunia dan akhiral untuk orang lain atau
umum dan bagi wakaf, guna mendapatkan suatu kebaikan dengan imbalan di
akhirat kelak.

Begitu urgensinya wakaf itu, baik ditinjau dan sudut Undang — Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar- dasar Agraria maupun
ditimjjau  dan  sudut pelembagaan ke agamaan yang sangat efckuf bagi
pengembangan  kehidupan keagamaan. Dengan  dikeluarkannya  Peraturan
pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. schingga
dapat dikatakan perwakafan dalain Islam telah diatur dan memyadi hukum positif.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, didalamnya memuat cakupan
pengaturan mengenai fungsi wakaf, unsur dan syarat wakaf kewajiban dan hak—
hak nazir, cara mewakafkan tanah milik, pengawasan, juga diatur tentang
Peraturan Pcum:_rimah tersebut tentang ketentuan pidana dan ketentuan peralihan,

Walaupun pengaturan tanah milik memiliki cakupan yang luas dan lengkap
akan tetapi permasalahan yang berkaitan dengan perwakafan tanah muhik juga
semakin komplek seiring dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat.
penyelesaian perselisihan menyangkut permasalahan wakal tanah mihk ke

Mahkamah Syar’iyah sesuai dengan wewenangnya dalam bentuk contensius
(gugatan).

6. Bidang Sadakah

Sadakah dalam kenyataan sehari — hari sening kali diartikan secara sempit
sebagai pemberian suatu benda atau sejumlah vang berjumlah kecil atas dasar
karena Allah Swi, kemudian sering juga diartikan sebagai gerakan pemberian
dan pengupulan infak baik vang maupun benda vang dilaksanakan karena Allah
Swi.

Sebenarmya sedekah itu dapat meliputi pembenan harta benda berskala
besar, yang jumlahnya bergantung pada si pemberi sadakah itu sendiri, tujuannya
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hanya mencari keridaan Allah SWT. Dengan demikian sadakah bisa berbentuk
apa saja asal bermanfaat dan baik dipandang dari sudut agama Islam

Pengembangan pemahaman makna sadakah dalam arti yang sangat luas
meliputi juga permasalahan dan persengkelaan—persengketaan  yang multi
komplek, jika terdapat persengketaan dan perselisihan antar orang-orang yang
beragama Islam di bidang sadakah (termasuk di dalamnya zakat) perkaranya
termasuk kewenangan Pengadilan Agama '’

7. Bidang Ekonomi Syari’ah
Dalam UU no 7 tahun 1989 Pengadilan Agama memang ndak menuliki
kewenangan untuk menyelesaikan perkara ckonomi Svari'ah. Namun pasca
lahimya UU no 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU no 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama. Kewenangan tambahan ini selanjutnya mulai berlaku
sejak tahun 2006, sebab banyaknya prakick perekonomian dengan  sistem
Syari‘ah di Indonesia. Namun, di Mahkamah Syar'i_val: Lhokseumawe sampai
dengan akhir tahun 2015 kasus tentang Ekonomi Syari'ah masih belum ada. g
Khusus tentang kewenangan Mahkamah Svar'ivah  dalam  bidang
perkawinan dar, perceraian, selain dan bidang-bidang yang telah dikemukakan,
masih ada bidang-bidang lain yang secara langsung atau ndak langsung
berkaitan dengan bidang-bidang tersebut, yang menjadi wewenang Mahkamah
Syar'ivah untuk memeriksa dan memutuskan, yaitu -
a. Penguasaan anak — anak
Pihak yang berhak memelihara dan memikul biaya hidup anak
c. Penentuan kewajiban membern biaya penghidupan oleh suami kepada
bekas istri atau penentuan kewajiban bagi bekas istri.
d. Putusan tentang sah atau tidaknya scorang anak
¢, Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
Pencabutan kekuasaan wali
g Penunjukan orang lain scbagai wali oleh Pengadilan dalam hal
kekuasaan seorang wali dicabut.
h  Penunjukkan wali dalam hal seseorang anak belum cukup umur 18
tahun yang ditinggalkan orang tuanya dimana sebelumnya tidak ada
penunjukan wali oleh orang tuanya

18 Ahrum Haeruddin, Pengadilan Agama. h. 60 .
USabri. Pan Mud. Bidang Hukum Mahkamah Syar'ivah Lioksemmawe, 1 1-November- 2015
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i.  Pembebanan ganti kerugian terhada scscorang  walt yang Iclah
menycbabkan  kerugian  atas  harta  benda  vang  ada  dibawah
kekuasaannya

J. Penctapan asal usul scorang anak

Selain dani itu Mahkamah Syar'iyah juga berwenang memenksa dan
memutuskan perkara — perkara tentang,
1. Penolakan pcmbenan  keterangan  untuk  melakukan  perkawinan
campuran
2. Pemyataan tentang sahnya perkawinan vang terjadi sebelum lahimya
Undang -undang Nomor 1 Tahun 1974, vang dilakukan menurut
ketentuan Perundang — undangan vang berlaku sebelumnya.

Dalam kaitan kewenangan Mahkamah Syar'ivah, maka pada bagian im juga
sangat relevan untuk mengulas secara umum mengenai hukum acara. Hal
tersebut sangat penting karena ia merupakan pedoman bagi Hakim dalam
menjalankan fungsi dan wgas judicialnva atau dengan kata lain sebagal pedoman
tentang tata cara memeriksa dan memutuskan sctiap perkam vang ditanganinya
Jadi jelaslah bahwa Mahkamah Svar’ivah tugas pokoknya adalah mencrima,

memenksa dan mengadili serta menyelesatkan perkara serta mencgakkan hukum
dan keadilan

C. Aspek-Aspek Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyvah
Lhokseumawe Dalam Memutuskan Perkara
Dalam  memutus suatu  perkara, hakim & Mahkamah Syar'iyah

Lhokscumawe memperhatikan beberapa aspek pertimbangan antara lain sebagai
berikut:'*

a.  Aspek filosofis (keadilan)

Hakim sebagai pencgak hukum menurut pasal 28 ayat (1) Undang-Undang
No.4 Tahun 2004 bahwa. “Hakim wapb menggali. mengikuti dan memahami
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan vang hidup dalam masyarakat” Dalam
penjelasan pasal ini dikatakan, “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim
sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyvarakat™ Jadi hakim merupakan
perumus dan penggali dan nilai-nilai hukum vang hidup di kalangan masyarakat.
Untuk itu hakim harus tefjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal,

"®Hasil wawancara Khudaini. Panitera’ Sckretaris Pada Mahkamah Svar'iyah Lhokseumawe,
17 -November- 2015
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merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup
dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang
sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan. Dalam menegakkan hukum
ada tiga unsur vang selalu harus diperhatikan.  yaty. kepastian  hukum
(rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassighkeir) dan keadilan (gen’chngﬂml).w

Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi
peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku,
schinggn pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang. meskipun duna i
runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian
hukum

Masyarakal sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau
penegakan hvkum hendaklah keadilan diperhatikan. Jadi dalam pelaksanaan atau
pencgakan hukum harus adil Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan.
Hukum itu bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.
Contohnya bahwa barangsiapa vang mencun harus dihukum, jadi setiap orang
yang mencuri harus dihukum. tanpa mcmbeda-bedakan siapa yang mencuri
Akan tetapi sebaliknva keadilan itu bersifat subyekuif. individualistis dan tidak
menyamaratakan. Seperti adil menurul Si A belum tentu adil menurut SiB

Dalam rangka itu, scbagai upaya mengkaji putusan hakim dengan
mempergunakan sudut pandang sosiologi hukum. akan didasarkan pada pendapat
beberapa pakar sosiologi hukum. sebagmimana yang dikemukakan oleh Alvin
S Johnson ™ yang mengutip pendapat Dean Rescoe Pound yang mengutarakan
bahwa. besar kemungkinan kemajuan vang terpenting dalam ilmu hukum
moderen adalah perubahan pandangan analitis ke fungsional. Sikap fungsional
menuntut supaya hakim. ahli hukum dan pengacara harus ingat adanya hubungan
antara hukum dan kenyataan sosial vang hidup, dan tetap memperhatikan hukum
vang hidup dan bergerak. sebab biang ketdakadilan adalah konsep-konsep

kekuasaan yang sewenang-wenang. sebagaimana yang dinyatakan olch hakim
Benjamin Cardozo. ia melukiskan pembatasan logikanya berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan sosiologis yang terjadi dalam proses pengadilan
dewasa ini. Keterangan vang dimaksudkan sebelumnya telah dilancarkan oleh
hakim O.W Holmes, bahwa kechidupan hukum tidak berdasarkan logika,
melainkan pengalaman. Pengalaman nyata dan kehidupan sosial yang tidaklah

PSudikno Menokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakana: Liberty, 1996),
ho 134

™ Alvin S. Johnson. Sosiologi Hidum, Terj. Rinaldi Simamora, ( Jakarta,Rincka Cipta, 1994),
h 194-201
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mungkin diabaikan dalam sctiap proses Pengadilan, jika tidak menginginkan
proses terscbut sebagai permainan kata-kata,

Hakim dalam menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandangan-
pandangan atau pikirannya sendin. Dalam penemuan hukum yang otonom ini
hakim memutus menurut apresiasi pribadi. Di simi hakim menjalankan fungsi
yang mandiri dalam pencrapan undang-undang terhadap peristiwa hukum yang.
konkrit. Dalam hal ini hakim diharapkan mampu mengkaji hukum-hukum yang
hidup di dalam masyarakat. Karena terkadang peristiwa konknil yang terjadi itu,
tidak tertulis aturannya dalam peraturan perundang-undangan.

b. Aspek Sosiologis (kemanfaatan)

Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi
manfaal, karena memang hukum adalah untuk manusia, maka dalam
miclaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalum
masyarakat,. Demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai
keadilan.  Schingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa
keadilan bag: masyarakat. Meskipun sebenamya keadilan itu sendini bersifat
subycktif dan individualistis

Dalam memutus suatu perkara, ketiga unsur diatas secara teoritis harus

ndonat perhatian  secara  proposional  dan  Seimpang.  MESKIpun  dalaii:
prakich . ndak selalu mudah 1ntuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-
unsur terschut. Pertentangan vang terjadi dalam sctiap menanggapl putasan
hakim terhadap suatu perkii - dengan apa van dinginkan masyarakat, biasanya
berkisar antara sejauh mana pertimbangan unsur yuridis (kepastian hukum)
dengan unsur filosofis (keadilan) ditampung didalamnya. ™'

Kepastian hukum harus ditegakkan agar tidak timbul keresahan Tetapt
terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati hukum
akibainya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil Apapun vang terjadi
memang peraturannya adalah demikian, sehingga Undang-undang itu scring
terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat,

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan
hukum acara, yang mengatur scjak memeriksa dan memutus. Dan hasil
pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk
mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan
bahan uwtama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan, schingga

2
Hasil wawancara Ibou al Khairy, Hakim Al i Syariy:
S ooy v, Hakim Anggota, Pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe,
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ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan/ menemukan fakia
suatu kasus merupakan factor penting dan menentukan terhadap hasil putusan.
Oleh karena itu tidak heran jika apa vang ada dalam pikiran masyarakat dapat
berbeda dengan putusan hakim.

Maka sctiap individu hakim, dituntut bersikap Iebih teliti dan jeli dalam
memeriksa perkara dan jernih serta cerdas berpikir dalam mengambil putusan.
Hakim dituntut lebih bijaksana dalam menyikapi pendapat masyarakat. Pendapat
masyarakat (umum) tidak boleh diabaikan begitu saja dalam mempertimbangkan
sual;n perkara. Hakim harus ckstra hati-hat dalam menjatuhkan putusan. Jangan
sampai orang yang tidak bersalah dihukum karena discbabkan sikap tidak
profesional dalam menangani perkara, begitu juga sccara mudah pula
melepaskan pelaku kejahatan dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Hal itu
tentu saja harus sesvai dengan keyakinan hakim yang professional dalam
memutus scbuah perkara agar terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakal.

Nilai sebuah kelayakan hukum bisa terlihat dan scberapa jauh hukum
terscbut dipatuhi oleh masyarakat dan seberapa besar aturan hukum tersebut
memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat™ Hal terscbut juga vang
scharusnya menjadi landasan sosiologis dalam menerjemahkan  kebutuhan
hukum dalam masyarakat.

Secara keperdataan. asas privasi  melekal dalam sctiap penalanan
persidangannya, dan hal ini yang masih membius masyarakat dalam memaham
makna hukum dalam lingkup deduktif bukan induktif ™' Hal inilah yang
scharusnya menjadi tolak ukur aparat hukum dan yang berkaitan dengan hal
terscbut untuk membuat hukum sesuai fakia kebutuhan masvakaral yang
berkembang. Dominasi dalam kehidupan berumah tangga vang disandangkan
kepada kaum pria dalam hal ini suami telah berubah arah dan tujuan.

Orientasi dominasi suami dalam kehidupan berumah langga pada masa
sekarang sudah menjerumus pada hal hal yang sifatnya tidak mendidik. tdak
mengayomi dan tidak bertanggung jawab. Kekerasan yang sifatnya fisik, psikis,
scksual, bahkan kekerasan scksual yang sifatnya matenialistis  seperti

1 Alvin §. Johnson, Sosiologi Hukum, Ter). Rinaldi Simamaora, {Jakana:Rineka Cipta, 1994). h
194-201

B Peduktif, melihat sesuatu yang umum untuk menyimpulkan sesuatu yang Khusus Induktif,
melihat sesuatu yang khusus untuk menyimpulkan sesuatu yang umum. Jika dikaitkan dengan
wilayah sosiologi hukum. Hukum sccara  deduktif, melihat fakta hukum dalam masyarakat umul:
selanjutnya buat produk hukum yang berkaitan denga kepentingan masyarakat. Indukuf.
membuat sebuah teori hukum untuk selanjutnya diprakiekkan dalam kehidupan hcnn:{s.sy-arakall. baca
Jujun S. Surrasumantri, Filsafal T, buah penganatar pop '_ . cet]2 ( Jakarta, Sinar Harapan,
1999), h 119 baca juga dalam Puslit FH.UII Yogyakarta, Pendidikan Hukum Untuk Masyarakat (
Yogyakarta. Puslit FH UII, 1982).h 35,42
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perdagangan isten. dan penelantaran rumah tangga. Dalam hal ini sudah menjadi
kepatutan yang dalam. untuk membuat aturan vang sedemikian rupa agar dapat
menyahuti problematika hukum ditengah tengah masyvarakat Khususnya dalam
wilayah keperdataan dan Peradilan Agama

Analisis sccara sosiologis tentunya akan memberi jawaban terhadap
kebutuhan hukum dalam masyarakat khususnya dalam kehidupan berumaly
tangga. Budayva ketimuran vang dianut masyarakal bangsa Indonesia masih
menjadikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai wilayah privasi yang tidak
membutuhkan sanksi pidana. Seorang isteri vang melaporkan suaminya ke polisi
dan sclanjutnya diproses secara pidana akan dianggap scbagai * celaan * dalam
masyarakal, scbab ada scbuah nilai * ketegaan™ yang wilayahnya ada pada sudut
budaya.

Selain itu. ada juga pemikiran terhadap perjalanan keutuhan rumah
tangganya, jika suaminya di penjara, maka siapa yang akan bertanggung jawab
menafkahi istn dan anak anaknva Sera sederctan pemikiran lainnya yang
wilayahnya terbatas pada sudut budaya. paradigma masyarakat dan tentunya
budava ke-timuran masyarakat Indonesia

¢.  Aspek Yuridis ((Kepastian Hukum)

Kepastian  hukum  scbagar perhindungan  yustisiabel terhadap  tindakan
sewenang-wenang, vang berari bahwa sescorang akan dapal memperoleh
scsuatu yang diharapkan dalam keadaan tenentu. Masyarakat mengharapkan
adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat
akan lebth tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karcena
bertujuan ketertiban masyarakat

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara secara yuridis adalah
Inpres no 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf F. dan
Peraturan Pemenntah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun
1974. kedua duanya memuat alasan vang membolehkan sescorang mengajukan
perceratan. Ada juga Yunsprudensi Mahkamah Agung tentang kekejaman dan
kekerasan dalam rumah tangga vang bisa menjadi alasan hukum untuk
mengajukan perceralan. Selain itu bisa juga dikuatkan dengan pembuktian atas
kesaksian dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan.™

Hal lainnya bisa dibedakan melalui pembuktian. Pembuktian KDRT dalam
dalam wilayah perdata hanya sebatas melihat ada atau tidak pelanggaran dalam

¥ Wawancars dengan Nailul Syukri. Hakim Mahkamah Syar'iyah  Lhokseumawe 19-
November-2015
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pernikahan yang terjadi. Ukurannya adalah UU no 1 tahun 1974 dan KHL
Namun, dalam wilayah Pidana pembuktian tersebut dilihat dan berat atau
ringannya kekerasan vang terjadi. Hal ini bisa dibuktikan dengan visum atau
menghadirkan saksi ahli. Dengan kata lain pembuktian dalam wilayah perdata
hanya ingin mencari ~ benar tidak kekerasan tersebut cl:lak’ukan oleh tergugat
atau termohon , sedangkan pembuktian dalam wilayah Pidana mencan tahu
benar tidak perbuatan itu adalah sebuah kekerasan. Secara ideal, semua
kemungkinan yang discbutkan di atas tidak boleh terjadi dalam lembaga
peradilan. Jika hal itu terjadi. maka bukan tidak mungkin lembaga peradilan yang
scharusnya menjadi gerbang keadilan, justru menjadi tempat terjadinya
ketidakadilan. Tidak terkecuali Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan
tertinggi di negeri ini. Hakim-hakim Agung yang seharusnya menjadi penjaga
gawang keadilan terakhir. boleh jadi justru menjadi pihak yang menciptakan
ketidakadilan

Seharusnya fakta persidangan merupakan dasar/bahan untuk menyusun
pertimbangan maijelis hakim sebelum majelis hakim nu:m{mat analisa hukum
vang kemudian digunakan oleh hakim tersebut untuk menilai apakah terdakwa
dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa vang terungkap di persidangan untuk
memperoleh kevakinan apakah terdakwa patut dipersalahkan. patut dihukum atas
perbuatannya scbagaimana vang terungkap dipersidangan singkatnya, suatu
putusan harus didasarkan pada fakta persidangan dan dibarengi dengan putusan
yang mencerminkan rasa keadilan

Dalam hal ini, kekerasan dalam rumah tangga yang dibuktikan melalu
wilayah Perdata. khususnya Pengadilan Agama adalah wilayah yang hanya ingin
mencan tahu tentang masih bisakah sebuah rumah tangga itu dijalankan. Dan
tentunya berkaitan dengan hal vang sifainva privasi

B. Putusan Hakim Mahkamah Syar’ivah Lhokscumawe Mencerminkan

Keadilan

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara vang terpenting adalah fakta
atau peristiwanva dan bukan hukumnya Peraturan hukumnya hanyalah alat,
sedangkan yang bersifal menentukan adalah peristiwanya. Untuk  dapat
menyelesaikan atau mengakhiri satu perkara atau sengketa setepat-lepatnya
hakim harus terlebih dahulu mengetahui sccara obyektif tentang duduknya
perkara  sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara a priori
menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruir.
Peristiwa vang scbenarnya akan diketahui hakim dan pembuktian. Setelah hakim
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mengelahui duduknya perkara yang scbenamya, maka pemeriksaan terhadap
perkara dinyatakan sclesai. Keinudian dijatuhkan putusan,

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat
negam yang dibeni wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan lalu vonis
dalam bentuk tertulis dan bertujuan untuk mengakhin atau menyelesaikan suatu
perkara atau sengketa antara para pihak .~

Ada beberapa hal yang bisa dianalisis seputar pertimbangan hakim dalam

memutuskan perkara, diantaranya | *°

1. Bukt surat surat, seperti foto copy kartu tanda penduduk, dan folo copy
kutipan akta nikah. hal ini sebagai bukti tertulis dan sifatnya administartif
menandakan bahwa penggugat dan tergugat berada dalam wilayah hukum
yang benar. Akta nikah scbagai syarat bahwa diantara keduanya memang
telah benar melakukan pernikahan yang sah dengan melaporkannya kepada
KUA setempat. Dibuktikan dengan akta nikah

2. Bukti saksi. Dan kedua kasus tersebut semuanya menghadirkan saksi saksi
vang tentunya akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan
perkara. Saksi akan dituntut untuk bersaksi jujur atas nama tuhan dengan
terlebih dahulu disumpah.  Pertimbangan hakim  dalam  mendengarkan
kesaksian dan saksi juga berkaitan dengan kesaksian vang mendukung
gugatan penggugat atau tdak. Dalam hal ini hakim harus jeh dan adil. scbab
ada juga saksi vang dihadirkan penggugat namun membenkan kesaksian
yang terkesan tidak mendukung penggugat® dalam hal ini saksi dan
pemohon memberikan kesaksian yang bisa menjadi tambahan pertimbangan
bagi hakim

3. Bukti lainnya yang berkaitan dengan persidaigan. Seperti keseriusan dalam
menghadin persidangan dan tekun menjalaninya. Hal ini juga berpengaruh
Jika salah satu diantara kedua belah pihak vang berkasus tidak permah
hadir™

4. Khusus untuk kasus yang berkanan dengan kekerasan dalam rumah tangga
Pertimbangan hakim hanya terbatas pada Inpres no 1 tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam pasal 116 jo Peraturan Pemeriniah no 9 tahun 1975

PMenokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia. (Yogyvakarta: libernty . 2002). h
199.

* Sural 1236/Pd1.G/2015/MS-Lsm.

*Hasil Wawancara dengan Fakhruddin Hakim Pada Mahkamah Syar'iyah Lhokscumawe
Tanggal 10 Desember 2015

™ Sabri, Panitera Muda Bidang Hukum Mahkamah Syarivah Lhokseumawe, tanggal 10
Desember 2015
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tentang pelaksanaan UU no | tahun 19747 Tidak ada perincian lebih lanjul
untuk menjadi perimbangan hakim perihal kekerasan dalam rumah tangga
Baik itu kekerasan fisik berat maupun kekerasan psikis ringan, scbab
Mahkamah Syar'iyah bukan tempat membuktikan kekerasan apa yang
dilakukan dan scberat apa, serta apa jenisnya. Namun yang dibukiikan
adalah ada atau tidak terjadi pelanggaran dalam perjalanan rumah tangga
seperti yang diatur dalam UU No | tahun 1974 dan Inpres No 1 tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam *

A. Kesimpulan

1. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan
kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran fisolofis (keadilan)
Seorang Hakim hams membuat keputusan — keputusan yang adil dan
bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya
yang terjadi dalam masyarakat .

Putusan hakim di  Mahkamah Syar'iyah Lhokscumawe telah

L

menunjukkan putusan vang berkeadilan Karcna mencrima keputusan
hakim yang didasarkan pada ketentuan hukum.
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